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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif, 

yang didasarkan pada filsafat positivisme. Pendekatan ini digunakan 

untuk meneliti populasi atau sampel secara acak dengan penggunaan 

instrumen penelitian untuk mengumpulkan data. Setelah 

mendapatkan data keuangan, dilakukan perhitungan-perhitungan 

untuk memecahkan masalah sesuai dengan tujuan penelitian. 

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan tujuan menguji 

hipotesis yang telah diajukan.
1
 

Pendekatan deskriptif diterapkan dalam penelitian ini untuk 

mengatasi masalah yang timbul saat ini. Pendekatan ini melibatkan 

pengumpulan, pengklasifikasi, analisis data, serta penyimpulan 

berdasarkan hasil analisis. Laporan hasil penelitian menciptakan 

gambaran tentang situasi yang ada. Metode survei digunakan untuk 

mengumpulkan data primer secara langsung dari sumber data 

pertama dalam penelitian, dengan mengandalkan metode 

dokumentasi.
2
 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Ismiyanto merupakan keseluruhan subjek 

atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda atau 

suatu hal yang di dalamnya dapat menghasilkan data informasi 

(data) penelitian.
3
 Populasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah pengumpulan data keuangan APBDes seluruh Kecamatan 

Undaan Tahun Anggaran 2019-2022. Sampel merupakan bagian dari 

populasi, dimana sampel harus bisa menggambarkan seluruh 

karakteristik yang ada pada populasinya.
4
 Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan 

sampel acak berdasarkan area atau wilayah. 

 

                                                             
1
 Sandu siyono, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015). 
2
 Ajar Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2018). 
3
 Edi Roflin, Populasi, Sampel Variabel Dalam Penelitian Kedokteran 

(Pekalongan: PT Nasya Expanding Manajemen, 2021). 
4
 Roflin. 



31 

C. Definasi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah panduan yang 

menjelaskan cara mengukur suatu variabel dengan cara yang dapat 

diamati dan diukur.
5
 

Definisi operasional variabel adalah penentuan batasan dan 

metode pengukuran variabel yang sedang diselidiki. Ini sangat 

penting karena definisi operasional membantu menentukan sampel 

yang sesuai untuk penelitian. Dengan definisi operasional, variabel 

dijelaskan secara terperinci dengan menggunakan perhitungan yang 

konkret dan menggunakan data nominal untuk memfasilitasi 

interpretasi data.
6
 

Variabel sebagai tindakan objek yang diteliti dalam penelitian 

mengenai evaluasi kinerja keuangan desa tahun anggaran 2019-2022 

adalah: 

1. Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah adalah total penerimaan yang berasal dari 

pendapatan asli daerah, alokasi dana perimbangan, dan sumber 

pendapatan sah lainnya.
7
 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil gabungan dari 

penerimaan pajak, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, 

serta penerimaan non-pajak seperti hasil dari perusahaan milik 

daerah, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam.
8
 

3. Dana Perimbangan 

Pendanaan daerah diperoleh melalui APBN, termasuk dana bagi 

hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang berasal 

dari pemerintah pusat. Dana bagi hasil ini diperoleh dari pajak 

dan sumber daya alam.
9
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4. Belanja 

Belanja daerah mencakup semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang mengurangi dana lancar yang merupakan 

tanggung jawab daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja 

daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintah yang merupakan wewenang provinsi, kabupaten, atau 

kota, termasuk urusan wajib dan urusan pilihan yang telah diatur 

dalam perundang-undangan yang berlaku.
10

 

5. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi dalam 

suatu ekonomi atau perubahan yang berkelanjutan dalam kondisi 

ekonomi suatu negara, yang tercermin dalam peningkatan 

pendapatan nasional dalam jangka waktu tertentu.
11

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang 

melibatkan penelitian mendalam terhadap buku, literatur, catatan, 

serta laporan yang relevan dengan masalah yang sedang 

diselidiki. 

2. Wawancara 

Metode pengumpulan data ini melibatkan interaksi langsung 

dengan individu yang memiliki pengetahuan atau informasi yang 

diperlukan untuk penelitian. Wawancara dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan secara lisan atau menggunakan daftar 

pertanyaan sebagai panduan. Hasil dari wawancara ini akan 

menjadi data dasar untuk penelitian ini: 

a. Sejarah dan profil Kecamatan Undaan. 

b. Visi dan misi Kecamatan Undaan. 

c. Tujuan dan sasaran serta indicator Kecamatan Undaan. 

d. Struktur dan bagan organisasi Kecamatan Undaan. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data 

dengan mencari informasi dari berbagai sumber berupa data dan 

dokumen yang tersedia. 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data 

menggunakan statistik deskriptif, yaitu metode yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau 

mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. 

Tujuannya adalah memberikan gambaran detail tentang data tanpa 

mencoba membuat kesimpulan umum atau generalisasi.
12

 

Analisis data adalah langkah-langkah sistematis dalam 

mencari dan mengorganisir data yang berasal dari wawancara, 

catatan, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan diolah dan 

dianalisis untuk disajikan dengan cara yang lebih sederhana, 

sehingga memudahkan pembacaan dan interpretasi. 

Tahap-tahap yang dapat dilakukan dalam menganalisi data ini 

sebagai berikut: 

1. Mengehitung Rasio kemandirian, Rasio ketergantungan 

keuangan daerah, Rasio efektifitas, Share, Growth, Elastisitas, 

Indeks kemapuan keuangan dengan membuat tabel. 

2. Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan Rasio 

kemandirian, Rasio ketergantungan keuangan daerah, Rasio 

efektifitas, Share, Growth, Elastisitas, Indeks kemapuan 

keuangan atau dengan melihat grafiknya. 

Adapun formulasi untuk rasio kemandirian, rasio 

ketergantungan keuangn daerah, rasio, dan rasio efektivitas yaitu 

sebagai berikut: 

1. Rasio kemandirian 

Kemandirian keuangan daerah mengacu pada kemampuan 

suatu daerah dalam membiayai belanja daerahnya menggunakan 

sumber daya internal, khususnya Pendapatan Asli Daerah atau 

PAD. Pentingnya meningkatkan rasio kemandirian daerah terletak 

pada kemampuan daerah tersebut dalam mengelola otonomi 

daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, semakin rendah 

ketergantungan daerah pada bantuan eksternal, terutama dari 

pemerintah pusat dan provinsi. Rasio kemandirian juga 

mencerminkan sejauh mana masyarakat ikut berpartisipasi dalam 

membayar pajak dan retribusi daerah.
13
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Kemandirian keuangan daerah merujuk pada kapabilitas suatu 

daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan dan memenuhi 

kebutuhan lokal tanpa bergantung terlalu banyak pada bantuan 

keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
14

 Kemandirian 

keuangan daerah tercermin dari seberapa besar Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh 

dari sumber lain, seperti bantuan dari pemerintah pusat atau 

pinjaman daerah.
15

 

Rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan 

membandingkan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli 

Daerah dengan jumlah pendapatan yang diterima melalui transfer. 

Formula yang digunakan adalah:
16

 

 

R. Kemandirian Daerah = Pendapatan Asli Daerah 

   Pendapatan Transfer 

 

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangn daerah dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

 

Prosentasi PAD terhadap dana 

perimbangan 

kemandirian keuangn 

daerah 

0, 00 – 10, 00 Sangat baik 

10, 01 – 20, 00 Baik 

20, 01 – 30, 00 Cukup 

30, 01 – 40, 00 Sedang 

40,01 – 50, 00 Kurang 

>50 Sangat kurang 

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 
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2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 

Tingkat ketergantungan keuangan daerah merupakan salah 

satu kemampuan yang dapat mengukur sejauhmana daerah 

mampu mengelola keuangannya dalam membiayai aktivitas 

pembangunan.
17

 Rasio ketergantungan keuangan daerah 

mengukur seberapa besar pendapatan yang diterima daerah 

melalui transfer dibandingkan dengan pendapatan daerah itu 

sendiri. Jika nilai rasio ketergantungan keuangan daerah tinggi, 

itu menandakan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan 

dari pemerintah pusat juga tinggi.
18

 

 

RKKD =  Pendapatan Transfer 

  Total Pendapatan 

  

 Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan 

daerah dapat dilihat sebagai berikut: 

Prosentasi PAD terhadap total 

penerimaan non subsidi 

Ketergantungan keuangan 

daerah 

0, 00 – 10, 00 Sangat rendah 

10, 01 – 20,00 Rendah 

20, 01 – 30 - 00 Sedang 

30, 01 – 40, 00 Cukup 

40, 01 – 50, 00 Tinggi 

>50 Sangat tinggi 

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 

 

3. Rasio Desentralisasi Fiskal 

Derajat desentralisasi menggambarkan seberapa besar 

kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatannya 

yang diukur dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD).
19
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RDF =  Pendapatan Asli Daerah 

  Total Pendapatan Daerah 

 

 Untuk melihat derajat desentralisasi fiskal skala interval 

sebagai berikut: 

Prosentasi PAD terhadap TPD Tingkat Desentralisasi Fiskal 

0,00 - 10,00 Sangat kurang 

10,01 - 20,00 Kurang  

20,01 - 30,00 Sedang  

30,01 - 40,00 Cukup  

40,01 - 50,00 Baik  

>50 Sangat Baik 

Sumber : Tim Litbang Depdakgri-Fisipol UGM, 1991 

 

4. Rasio Efektivitas 

Efektivitas dapat diukur melalui perbandingan antara 

pencapaian tujuan dengan hasil yang diperoleh. Dalam konteks 

manajemen keuangan, tingkat efektivitas dapat dinilai dengan 

membandingkan pencapaian penerimaan yang sebenarnya dengan 

target yang ditetapkan.
20

 

Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam mencapai penerimaan yang direncanakan jika 

dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

ditetapkan berdasarkan potensi ekonomi daerah. Efektivitas 

daerah diukur dengan rasio efektivitas minimal 100%. Semakin 

tinggi rasio ini, semakin baik kinerja daerah dalam mencapai 

targetnya.
21

 

  

 

  

 

Adapun kriteria untuk menetapkan Efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah sebagai berikut: 
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Presentasi kinerja keuangan Kriteria 

Diatas 100% Sangat efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Ekektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

Dibawah 60% Tidak Efektif 

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 

Kemampuan keuangan daerah diukur dengan menghitung 

rata-rata dari indeks share, growth, dan elastisitas. Rumus untuk 

masing-masing indeks tersebut digunakan dalam perhitungan ini. 

1. Share 

Indeks share menggambarkan perbandingan antara 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Belanja Tidak 

Langsung dan Belanja Langsung. Indeks ini mengukur sejauh 

mana kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kegiatan 

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Rasio ini 

memberikan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah dalam 

membiayai kegiatan tersebut.
22

 Dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

          

 

Indeks share 

  

 

 

 

 

2. Growth 

Growth adalah nilai persentase pertumbuhan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dari satu tahun ke tahun berikutnya.
23

 Growth 

mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam 

menjaga dan meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dari satu periode ke periode berikutnya, dengan rumus: 
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3. Elastisitas 

 Elastisitas adalah perbandingan antara pertumbuhan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio ini digunakan untuk 

menilai sensitivitas atau elastisitas Pendapatan Asli Daerah 

terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah.
24

 Dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Indeks Elastisitas 

 

    

 

 

 

4. Indeks Kemampuan Keuangan ( IKK)  

 Metode Indeks Kemampuan Keuangan adalah hasil rata-

rata dari perhitungan Indeks Pertumbuhan (Growth), Indeks 

Elastisitas, dan Indeks Share.
25

 Dengan rumusan sebagai berikut: 

IKK = ( XG + XE + XS) / 3 

Keterangan =  

XG = Indeks Pertumbuhan 

XE = Indeks Elastisitas 

XS = Indeks Share  

 Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK) 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan 

rendah, dengan nilai spesifikasi sebagai berikut: 
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Nilai growth hasil pengukuran-nilai grot minimum 

X100% 

 

Indek Growth =  

Nilai growth maxsimum-nilai growth minimum 

Growth 

X100% 
Elastisitas =  

Pertumbuhan Ekonomi 

Nilaielastisitas hasil pengukuran– Nilai elastisitas Minimum 

X100% Index Elastisitas =  
Nilai elastisitas Maximum – Nilai elastisitasMinimum 
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Indek Kemampuan Keuangan Daerah 

(IKK) 

Klasifikasi 

0,00 - 0, 33 Rendah 

0,34 – 0, 43 Sedang 

0, 44 – 1, 00 Tinggi 

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


